KEJAKSAAN NEGERI BANGLI

Jalan Lettu Lita No. 11 A Kabupaten Bangli 30613
Telp. (0366) 5501136, Faks. (0366) 91048, https://kejari-bangil. kejaksaan.go.id

STAMDAR PELAYANAN PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK
Pelayanan pada Kejaksaan Negeri Bangli
Pelaksanaan Pelayanan Pengambilan Tilang

Dasar Hulkum:

1. PerméenPANRB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;

2. INSIA RI Nomor © INS-001/A/1A/11/2018 Tanggal 30 November Tentang Pelaksanaan Hasll Rapat
Kerfa Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2018 dan Surat Edaran dari Pit. Jaksa Agung Muda
Pembinaan Nomor : B-348/C/Cr/5/12/2018 Tanggal 27 Desember 2018 Tentang Petunjuk
Pembangunan Satuan Kerja Zona Integritas menuju WBK, WEBEM dl seluruh Kejaksaan Tinggl dan
Kejaksaan Negeri;

3. Keputusan Kepala Kejaksaan Megeri Bangli Nomor : KEP-D3D/N.1.13/Cr 5/01/2023 tangpal 2
Januari 2023 Tentang Perubahan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas
darl Korupsi (WBK] dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Di Kejaksaan Megeri

Bangli.
Moy - Topik Pelaksanaan
I Persyaratan Layanan 1. Pelanggar Tilang telah mengetahul kapan jadwal
persidangan;
2. Perkara telah putus dan berkekuatan hukum tetap;
3. 5etiap pelanggar Tilang harus membawa buktl
pelanggaran Tllang.
2. | Sarpras/ Fasilitas ATK, PC, Laptop, Printer, Ruang Kerja, Meja dan Kursi.
3. | Kompetensi Pelaksana Layanan 1. Memahami peraturan perundang-undangan;
<. Mampu menfalankan aplikasi E-Tilang:

3. Mampu memberikan pelayanan prima cepal fanpa

e

4, Pelaksanaan Pengawasan ipternal/ | Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan
Penanggung [awab (Unit Kepatuhan) | Negeri Bangli.

Lh Tata Cara | sistem mekanisma |1, Pelanggar Tilang mendatangi Ruang Tilang pada
prosedur yang harus Gedung PTSP; |
ditaati aleh setiap |2. Petugas menunjukkan pada layar monitor terkait

pelanggar tilang jumfah denda Tilang sesuai Puiusan Pengadilan
Megeri Bangli;
3. Pelanggar Tiang mengambil nomor antrian yang
telah disediakan;
, Pelanggar Tilang memperithatkan bukti pelanggaran
Tilang kepada petugas:

5. Pelanggar dapat melakukan pembayaran denda
Tilang kepada petugas Bank BRI vang bertugas di
Kejaksaan MNegeri Bangli ataupun melalui Pos,
Mbanking, Market Place maupun pembayaran
lainmya;

(6. Pelanggar memberikan bukti pembayaran kepada

petugas;




7. Petugas Tilang memproses pengambilan barang
bukti Tilang dan kemudian menyerzhkan kepada
Pelanggar.

(6. | Waktu Palayanan Diberikan

+ 1 menit sejak pelanggar memberikan  bukti
pelanggaran Tilang.

7. | Biayaj/ Tarif vang timbul ®*Jika ada

Sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Bangll dan
tidak ada biayva tambahan.

8 | Produk

- Pengambilan barang bukt Tilang;
- Konsultasi terkait makanisme Tilang,

9. | Jaminan | Pelaksana

Dibantu satu petugas dan petugu dari Bank BRI,

Pelayanan

Pergambilan ba barang bukti Tilang yang copat dan mudah
sesuai dengan Cove Vialue ASH.

10. | Penanganan pengaduan, saran dan
| | masukkan

Dilaksanakan sesuai paraturan yang heﬂnku

Telah dijelaskan dan diketahul oleh petugas pelaksana pelayanan pubiik pada hart Senin tanggal Tujuh
Belas Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga.

Petugas Pelaksana

Yuana Dharma Nig. 19

Mengetahul
i Tindak Pidana Umum




KEJAKSAAN NEGERI BANGLI

falan Lettu Lila No. 11 A Ksbupaten Bangh B0613
Telp. (03566} 5501136, Faks. (0366) 91048, https://kejari-bangh kefaksaan, go.id

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARA PUBLIK
Pelayanan pada Kejaksaan Negeri Bangli
Pelaksanaan |zin Besuk atau Mengunjungi Tahanan

Dasar Hukum:

1. PermenPANRE Nomaor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan:

2. INSIA RE Nemor @ INS-O01/A/IA/1172018 tanggal 20 November 2018 tentang Pelaksanaan Hasil
fiapat Kerfa Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2018 dan Surat Edaran dari Pit. lakea Agung Muda
Pembinaan Nomor : B-348/C/Cr/5/12/2018 Tangeal 27 Desember 2018 tentang Petunjuk
Pembangunan Satuan Kerja Zona Integritas menuju WEK/WBBM di seluruh Kejsksaan Tinggl dan
Kejazaan Negeri;

3. Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Bangli Nomor: KEP-03D/M.1.13/Cr 5/01/2023 tamggal 2 lanuarl
2023 Tentang Tim Evaluasi Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani (WBBM) di Kejaksaan Negeri Rangli,

No. Topik | Pelaksansan
1. | Persyaratan Layanan _Pemohon membawa identitas seperti KTP dan SIM
2, | Sarpas ,.’ Facilitas ATFL Printer, Ruang Kerja, Meja dan kurs|
B Kumpetan:h Pekzksana Peleyenan 1, Memahamiperaturan perundang-undangan

i, Mampu menjalankan aplikasi
3. Mampu memberikan pelayanan dengan cepat dan
ramah

4. | Pelakzana pengawasan |nt=rr=al|-‘ Kepala Seksi Tindak Pldana Umum pada Eejaksaan

| penanggungawab (Unit Kepatuhan) Negeri Bangli |

5. | Tata Cara Sistem  mekanisme/ |1. Pemochon mendatangi lobi pelayanan PTSP dan
- prosedur yvang harus bertenu dengan petugas PTSP;

ditaatl oleh setiap (2. Petugas PTSP menanyakan Identitas Tersangka /

pemohon  izin  besuk Terdakws yang akan dibesuk untuk memastikan |

atau mengunjungl apaksh berstatus tahanan Kejaksaan atau tidak;

J tahanan 3. Petugas PTSP meminta identitas pemohon (KTP,
SIM atau identitas lainnya) serta fotocopy dentitas
tersebut;

4, Petugas PTSP melakukan scan foto wajah dan
meneruskannya ke Keépala Seksi Tindak Pidans
Umum melalul pesan Whatsapp;

5. Kepala Seksl Tindak Pidana Umum menyampaikan
dan memerintahkan Kepala Subseksi Penuntutan
dan Eksekusi untuk menyiapkan Surat lzin Besuk
atau Mengunjungi Tahanan (T-10):

6. Kepala Subseksi Penuntutan dan Eksskusi menemul
pemohon  untuk  menanyakan  keperluan
membesuk tahandan dan kapan akan melakukan
basuk tersebut:

7. Kepala Subseks| Penuntutan dan  Eksakusi
menyiapkan dan menyalin keperluan darl pemohon
di dalam Surat |zin Besuk atau Mangunjungi
Tahanan (T-10);

B, Surat lzin Besuk atau Mengunjungi Tehanan (T-10)
diserabkan kepada Kepala Seks| Tindak Pidana
Umum untuk ditandatangani;

8. Setelah ditapdatanganl Surat Izin Besuk atau
Mengunjungl Tahanan (T-10) tersehul diserahkan
kepada pemohan,




6. | Waktu pelayanan | +/- 5 menit,
7. | Biaya / tarif yang timbul *jika ada Tidak dipungut biaya, =
8. | Produk T-10 (Surat tzin Besuk atau Mengunjungi Taharan),
9. | Jaminan Palaksana Patugas PTSP dan pagawal / staff bidang Tindak Pidana |
Umuam., l
| | Pefayanan Pemberian surat izin besuk tahanan yang mudah,

10. | Penanganan pengaduan, saran  dan

masukan

Dilak=anakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Telah dijelaskan dan diketahui oleh petugas pelaksana pelayanan publik pada hari Senin tangzal Tujuh

Belas Butan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga.

Pt Pefaksana

| Gst. Bagus Tri Ekaputra
Yuana Dharma, NIP. 19891129 202012 1 017

Mengetakhil
X i ana Umum

A A Made Suarfa Tela Buana, 5.H., M.H,
Jakza Pratama, NIP. 19850516 200604 1 001
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KEJAKSAAN REPUBLIK INDORNESIA
KEJAKSAAN TINGGI BALI
KEJAKSAAN NEGERI BANGLI

Jalan Lettu Lila No. 11A. Kabupaten Bangli 80613
Telp. (0366) 5501136, Fax. ((1366) 91048 wrw kefari-bangli. kejaksagn go.ic

STAMDAR PELAYANAN PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK
Pelayanan pada Kejaksaan Negerl Bangli
Layanan Konsultasi Hukum Gratis

Dasar Hukum:

{ PermenPANRE Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;

5 INSJA RI Nomor: INS-001/A/JA/M1/2018 tanggal 30 November Tentang Pelaksanaan
Hasil Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2018 dan Surat Edaran dari PIt.
Jaksa Agung Muda Pembinaan Nomor: B-348/C/Cr/5M12/2018 tanggal 27 Desember
2018 Tentang Petunjuk Pembangunan Saluan Kerja Zona Integritas Menuju
WEK/WEBM di seluruh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri;

3. Keputusan Kepala Kejaksaan Neger Bangli Nomor KEP-030DVN.1.13/Cr.5/01/2023
Tentang Tim Kerfa Pembangunan Zona Integritas  Menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi/WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kejaksaan Negen

Banagli.

MNo. Topik

Pelaksanaan

1. | Persyaratan layanan

Pemohon membawa identitas, seperti KTP
dan SIM.

2. | Sarprasffasilitas

ATEK, Printer. Ruang Kerja, Meja dan Kursi.

3. | Kompetensi Pelaksana Layanan

1. Memahami  peraturan perundang-
undangan.
2. Mampu menjalankan aplikasi,

4 | Pelaksanaan Pengawasan Intemal/
Penanggungjawab (Unit Kepatuhan)

Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Megara
pada Kejaksaan Negeri Bangli.

5. | Tata Cara | Sistem mekanisme/
prosedur yang harus
ditaati oleh sstiap
masyarakat yang
membutuhkan
Pelayanan Hukum

1. Masyarakat yang datang ke kantor
Kejaksaan Negeri Bangli untuk konsultasi
hukum gratis, disarankan ke bagian PTSP
(Pelayanan Terpadu Satu Pintu);

2. Petugas PTSP (Pelayanan Terpadu Satu
Pintu) meminta pemohon untuk mengisi
buku tamu digital perihal menamui Jaksa
Pengacara Negara untuk Pelayanan
Hukum;

3. Kemudian pemohon diarahkan ke ruangan
Pelayanan Hukum;

4. Pemohon kemudian mengisi buku register
pelayanan hukum sesual dengan identitas
masyarakatipemohon (KTP, SIM, atau
identitas lainnya),

5. Jaksa Pengacara MNegara yang telah
ditunjuk berdasarkan Surat Perintah
Kepala Kejaksaan Neger  Bangli
menanyakan mengenai permasalahan
yang dihadapi cleh pamohon;




6. Setelah pemohon menceritakan masalah
hukum yang ingin dikonsultasikan secara
gingkat dan jelas, Jaksa Pengacara
Negara kemudian mencatat pokok-pokok
permasalahan pemohon;

7. Jaksa pengacara Negara memberikan
uraian jawaban atas pertanyaan pemohon
sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

8. Apabila Jaksa Pengacara Negara belum
dapat memberikan jawaban mengenai
permasalahan pemohon, Jaksa Pengacara
Negara menyampaikan kepada pemohon
bahwa jawaban atas permasalahan
tersebut akan diberikan setelah melakukan
diskusi terlebih dahulu dengan Kepala
Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara,
Kasubsi pada seksi Perdata dan Tata
Usaha Megara, Kasubsi Pertimbangan
Hukum, dan Jaksa Pengacara Negara
kainnya;

9. Apabila telah mendapatkan jawaban atau
pemecahan masalah yang dihadapi oleh
pemohon, barulah Jaksa Pengacara
Negara yang menerima konsultasi tersebut
memberikan informasifsolusi  dimaksud
meialui media tercepat Selain itu, Jaksa
Pengacara Negara juga mempromosikan
aplikasi Halo JPN agar nantinya
masyarakat yang memeriukan konsultasi
hukum, bisa mengakses secara daring.

8. | wakiu pelayanan dibenkan. 30 menit.
7. | Biaya / Tarif yang timbul *jika ada. Tidak dipungut biaya.
B. | Produk Layanan Konsultasi Hukum. -
9. |Jaminan | Pelaksana Dibantu Jaksa Pengacara Negara.
Pelayanan Konsultasi Hukum yang mudah dan gratis.
10. | Penanganan pengaduan, saran dan | Dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku.
masukan

Talah dijelaskan dan diketahui oleh petugas pelaksana pelayanan publik pada har Senin
tanggal tujuh belas bulan April tahun Dua ribu Dua puluh Tiga.

Petugas Pelaksana
Kepala SeksiPerdata dan TUN.

Pradipta Tiguu Sutanto, S.H.

Jaksa Pratama, NIP. 18800122 201403 1 002.




KEJAKSAAN NEGERI BANGLI

dalan Lettu Lila No. 11 A Kabupaten Bangll 80613
Telp, {0366) 5501136, Faks. (0366) 91048, hitps:/ kejari-bangll.kejaksaan.go.id

STAMDAR PELAYANAN PENYELENGGARA PUBLIK
Pelayanan pada Kejaksaan Negeri Bangli
Pelayanan informas! Publik

Drasar Hukum:

1. Permen PAN RB Momor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan.

2. INSJA RI Nomor @ INS-001/A/1A/11/2018 tanggal 30 November 2018 tentang Pelaksanaan Hasil Rapat
Kerja Kejaksaan Republik Indonesla Tahun 2018 dan Surat Edaran dari Pit. laksa Agung Muda
Pembinaan Nomor : B-348/C/Cr/5/12/2018 Tanggal 27 Desember 2018 tentang Petunjuk
Pembargunan Satuan Kerja Zona Integritas menuju WEBK/WBBM di seluruh Kejaksaan Tinggl dan
Kejaksaan Negeri.

3. Keputusan Kepala Kejaksaan Negen Bangll Nomor: KEP-03D/N.1.13/Cr.5/01/2023 tanggal 2 januari
2023 Tentang Perubahkan Tim Kerja Pembangunan Menuju fona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi
[WEK) clan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani {(WB8M) di Kejaksaan Neperi Bangli,

No. Topik Pelaksanaan

1. | Persyaratan Layanan Pemohon membawa identitas sepertl KTP dan S0,
2. | Sarpas [fasilitas | ATK, Printer, Ruang Kerja, Meja dan kursi,

3. | Kompetensi Pelaksona Pelayanan Memahami peraturan perundang-undangan;

1

2. Mampu menjalankan aplikasi:

3. Mampu memberikan peleyanan dengan cepat dan
ramah.

4, | Pelaksana pengawasan internal/ | Kepala Seks! Intelijen.

penanggungjawab {Unit Kepatuhan)

5. | TataCara Sisterm  mekanisme/ [1. Pemochon mendatangl gedung pelayanan PTSP dan

prosedur yang harus berternu dengan patugas PTSP;

ditaatl woleh setiap |2. Petugas PTSP menanyakan kepada Pemohon

pemohon izin  besuk terkait kepentingan pemohon;

tahanan 3. Petugas PTSP meminta identitas pemohon [KTP,

5IM atau identitas lainnyal;

Petugas PTSP menginput di buku tamu;

5. Petugas PTSP mensruskan infermasi permichonan

tersebut kepada Kepala Seksl Intelifen selaku

pejabat sistem informasi pelayanan publik:

Pejabat informasi menemui pemohon;

7. Pejabat informasl memeriksa Informasl  (ufi
konsekuensl dan ufl kepentingan publik) yang

| dimohonkan dan wusulan  (jlka informasi

| dikatepgorikan rahasia):

& Pejabat pembuat Informasi membuat  surat
pembeartahuan informasi yang dimohonkan atau
rmembuat surat penolakam;

| 8. Pemohon menerima informasi yang dibutuhian.

g

2o

B. | Waktu pelayanan +f- 10 menit,

7= Bizya / tarif ya ng timbul *jiko odo | Tidak dipungut biaya.

8. | Produk | Surat Informasi Publik.

9. | Jaminan Pelaksana Petugas FTSP dan pegawai/staf bidang Intelijen.
Pelayanan Penerimaan informasi Publik yang mudah.

10. | Penanganan pengaduan, saran dan | Dilaksanakan sesual dengan peraturan vang berlaku.
masukan




Telah dijetaskan dan diketahul oleh petugas pelaksana pelavanan publik pada hari Senin Tanggal
Tujuh Belas Bulan April Tahun Dua Ribo Dua Puluf Tiga.




KEJAKSAAN NEGERI BANGLI

Jalan Lettu Lila No. 11 A Kabupaten Bangli 80813
Telp. (0368) 5501136, Faks. (0366) 91048, https:ikejari-bangll kejaksaan.go.id

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARA PUBLIK
Felayanan pada Keiaksaan Negerl Bangli
Slandar Pelayanan Pemeriksaan/Permintaan Keterangan/Dokumen
Dasar Hukum:

1. PermenPANRE Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;

7 INSJA Rl Nomor @ INS-001/ALJA/M 172018 tanggal 30 November 2018 tentang Pelaksanaan
Hasil Rapat Kerja Kaejsksaan Republik Indenesia Tahun 2018 dan Surat Edaran dan Pit.
Jaksa Agung Muda Pembinaan Nomor : B-348/C/0r5/12/2018 Tanggal 27 Desember 2018
tertang Petunjuk Pembangunan Satuan Kerja Zona Infegritas menuju WEK/WEBM d|
seluruh Kejaksaan Tinggl dan Kejasaan Neger,

3. Keputusan Kepala Kejaksaan MNegeri Bangli Nomaor: KEP-030/N.1.13/Cr. 5/01/2023 tanggal
2 Januari 2023 Tentang Perubahan Tim Kerja Pembangunan Zona Integntas Menuju
\Wilay=h Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasl Bersin dan Melayani (\WBEM) dl

Kejaksaan Megern Bangl,
| Mo, - Toplk ! Pelaksanaan 23
. 1. | Persyaratan Layanan Pemohon membawa identitas seperdi KTP, SIM
B _glau ldentitas isinnya. —
2. | Sarpesfiasilitas | ATK, Prinmter, Ruang Kerja, Meja dan kursi.
3. | Kompetensl Pelaksana Pelayanan 1. Memahami peraturan perundang-

undangarn;

2. Mampu menjalankan aplikasi;

3, Mampu memberikan peiayanan dengan

- . cepat dan ramah.

4. | Pelaksana PENgawasan internall | Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus pada

penanggungjawsb (Linit Kepatuhan) Kejaksaan Negen Bangii.

5 | Tata Cara | Sistem mekanisme/Prosedur 1. Plhak yang dimintai keterangan datang ke |

| Pemenksaan/Permintaan Kejakssan Meger Bangl dan melapor ke |

' Keterangan/Dokumen PTSP;

2 Petugas meminta kartu dentitas (KTP, SIM
atau identitas lsinnya) dan surat panggilan
dari pthak yang dimintai keterangan;

3. Jaksa siap di ruang pemerikeaan sesuai
|adwal yang ditentukan,

4, Petugas mengarahkan pihak yang dimintal
keterangan ke ruang tamu atau ruang
tunggu. Apabila Jaksa yang berugas
melakukan pamearksaan sedang
mengerjakan fugas yang fidak dapat
ditinggalkan, maka petugas mengarahkan
ke Pojok Adhyaksa dan ditawarkan
minuman, .

iE. Petugas menyiapkan daftar hadir untuk

plhak yang dimintai keterapgan dan

l | memastikan pihak yang dimintai keterangan

yang akan diperiksa sesual dengan sural
panggilan,

| B, Petugas berkoordinasi dengan Jaksa untuk
barsiap melakukan pemerksaan;

7. Petugas membantu pihak yang diminial
keterangan untuk  menyimpan i85,
handphone dan barang-barang lain di loker
yang terkunci dan kuncinya dibawa dleh
yang bersangkutan;

B. Dalam keadaan fertentu, plhak yang
dimintai keterangan diperkenankan untuk
membawa  handphone ke  ruang




] ' | pemeriksaan dan handphone yang dibawa

tersebut, diletakkan di atas meja;

9, Petugas mengarahkan pihak yang dimintai
keterangan ke ruang pemenksaan;

10. Pihak yang dimirtai keterangan tidak
diperkenankan untuk merekam  suara. |
gambar dan video;

11. Petugas melakukan pengamatan terbatas

| apabila pihak yang dimintakan keterangan
ingin ke toilet atau keluar ruangan;

12. Setelah pemerikssan selesal, pihak yang |
dimintal keterangen fidak diperkenankan |
membawa dokumen lanpa sepengetahuan |

_Jaksa,
6. | Waktu pelayanan k +- 15 menit.
7. | Biaya/ tarf yang timbul *jika ada | Tidak I:Ilpungut biaya.
| B. | Produk - Pidsus B.
8. | Jaminan | Pelaksana Petugas PTSP dan pegawsi/staff bidang
. . Tindak Pidana Khusus.
Felayanan Pelayansn Pemeriksaan/Permintaan
Keterangan/Dokumen yang ramah, cepat dan
= mudah,
10. | Penanganan pengaduan, saran dan Dilaksanakan sesusi dengan peraturan :.rang'
masukan beraku

Telah dijetaskan dan diketahui oleh petugas pelaksana pelayanan publik pada han senin
tanggal Tujuh Balas bulan Apnl tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga

Mengetahui
F‘aiuaj!aksma Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus




A A A KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
54. KEJAKSAAN TINGGI BALI
KEJAKSAAN NEGERI BANGLI
Jalan Lettu Lila No. 11 A Kahupaten Bangli 80613
Telp. (0366) 550136, Fux (0366) 91048, www kejari-bangli kejahsaan o.id

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN PADA KEJAKSAAN NEGERI BANGLI
LAYANAN PENGAMBILAN BARANG BUKTI

Dasar Hukum:

1. PermenPANRE Nomor [5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;

2. INSJIA RI Nomor: INS-001/A/JA/] 172018 dan Surat Edaran dari PIt Jaksa Apung Muda
Pembinaan Nomor; B-348/C/Cr/5/12/2018 Tanggal 27 Descmber 2013 Tentang Petunjuk
Pembangunan Satuan Kerja Zona Integritas menuju WBK/WBEM di seluruh Kejaksaan
Tinggi dan Kejaksaan Negeri,

3. Keputusan Kepala Kejaksaan Negen Bangli Nomor : KEP-03D/N.1.13/Cr.05/01/2003
Tentang Perubahan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari
Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Mclayani (WBBM) di Kejaksaan Negen
Bangh.

No. | Topik Pelaksanaan

1. | Persyaratan Pelavanan Pengambilan | Dokumen dars Jaksa:
Barang Bukyi I. Petikan Putusan Pengadilan

2. P-4% (surat Perintah Pelaksaan Putusan
Pengadilanj;

3. BA- 20 (Berita Acara Pelaksanaan Putusan
Pengadilan},

Dokumen dan pemilik/penerima barang bukti:

I. Fowkopi KTP/Kartu Keluargs'identitas
lainnya;

2. Fotokopi BPER/Surat Keterangan
Finance/Surat Pemnyatsan BPEB/STNE
apabila  barang buktinys  kendaraan
bérmotor;

3. Fotokopi Surat Bukti Kepemilikan lainnva
apabila  harang bukti adalah  barang
berharga lainnya;

4. Surat Kuasa bermaterai 10.000 (apabila
yang mengambil bukan atas nama pemilik
kendaraan, (apabila bunyi dari petikan |
putusan pengadilan, dikembalikan kepada

| terdakwa atau orang lain),
2, | Sarpras/Fasilitas ATK, Printer, Ruang Kenja. Meja dan Kursi.

3. | Kompetensi Pelaksana Lavanan 1. Memahami peraturan perundang-undangan:
2, Mampu menjalankan aplikas:.

4. | Pelaksanaan  Pengawssin  Internal’ | Kepala Seksi Pengelola Barang Bukti dan Barang
Penanggurp jawab (unit Kepatuhan) Rampasan pada Kejaksaan Negeri Bangli. o

3, | Tata Cara |3isr:m Mekanisme 1. Pelugas barang bukti  menverahkan
Prosedur yang formulis  pengembalian  barang  bukn
Harus ditaati oleh kepada pemilik  atau  penerima  barang
setiap  pelanggar bkt

tilang 2. Pemilik/Penerima barmng bukti mengisi
formulir pengembalian barang bulkii:

3. Petugas  meminta  dokumen  vang
diperlukan untuk pengembalian barang
bukti berupe:

a Dwkumen dan Jaksa
- Petikan Putusan Pengadilan
- P-4R ( Surat Perintah Pelaksanaan |




Putusan Pengadilan).
- BA-20 (Benita Acara Pelaksanaan

Putusan Pengadilan),
b. Dokumen dari pemilik/penenms
barang bukti
- Fotokopi KTP/Kartu

K eluarea‘identitas lamnnyva;

- Fotokom BPKB/Surat Keterangan
Finance/Surat Permyataan BPEB;

- Fotokopi STNK Surat Kehilangan
dari  Kepolisian apabila barang
buktinya kendarasn bermotor;

- Surat Kuasa bermaterai  10.000
(apabila yang mengambil bukan
atas nama pemilik kendaraan,
apabila bunyi dan petiksn putusan
pengadilan, dikembalikan kepada
terdakwa atau orang lain);

4. Setelah dokumen-dokumen dilengkapi
oleh pemilikipenerima barang  bukt,
petugas  barang  bukii  menerbitlan
dokumen-dokumen berupa Nota Pendapat
dan BA-20 (Benita Acama Pengembalian
Barang Bukti) yang ditanda tangeni oleh
Kasi  Pengelolaan Barang Bukti dan
Barang Rampasan;

5. Setelah  dokumen-dokumen  tersebul
ditandatangani oleh Kasi Pengelolaan
Barang Bukti dan Barang Rampasan,
petugas barang bukti pada bidang PB3R
menyerahkan  barang  bukti  kepada
pemmlik/penerima barang bukdi;

6. Petugas Barang Bukti membuat Berita
Acara Serah Terima Barong Bukh dan
ditandatangani  sewakiu serah  lerima
barang buki;

7. Mencatat dalam buku mutasi amu buku
register

. Jaminan Pelaksana

Dibantu Stal Seksi PB3R.

Pengambilan barang buldi yang mudah dan gratis

7. | Wakm Pelavanan D:lhenk.an

8. | Biaya / Tanf yang timbul

i__E_!:!_Mumt
| Tidak dipungut biaya.

(9. | Produk | Lavanan Penpambilan Barang Bukti
10 Pcnangﬂna.n Pengaduan, saran dan | Dilaksanekan sesuai peraturan yang beriaku
masukan |

Telah dijelaskan dan diketahui oleh Petugas Pelaksana Pelayanan Publik pada her Senin tanggal
Tujuh Belas bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga.

Mengetahu
Kepala Seksi Fengeh:-lam Barang Bukti dag

-




A A A KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

KEJAKSAAN TINGGI BALI
@% KEJAKSAAN NEGERI BANGLI

Jalan Letu Lila Ne. 11 A Kabupaten Bangh $0613
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STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARA PELAYANAN FUBLIK
PELAYANAN PADA KEJAKSAAN NEGERI BANGLI
LAYANAN SI MADE BAKTI (SIAP MELAYANI PELIVERY BARANG BURTI)

Dasar Hukum:

1

PermenPANRE Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;

2. INSJA RI Nomor: INS-001/AJA/N /2018 dan Surat Edaran dan Pl Jaksa Agung Muda

Pembinaan Nomor: B-34%C/Cr/5/12/2018 Tanggal 27 Desember 2018 Tentang Petunjuk
Pembangunan Satuan Kerja Zona Integntas menmju WBEK/WBBM di selurub Kejaksaan
Tinggi dan Kejaksaan Neger,

Keputusan Kepala Kejaksaan Negen Bangli Nomor @ KEP-O03D/N 1 13/Cr05/01/2023
Tentang Perubahan Tim Kerja Pembangunan Zona Intcgntas Menyu Wilayeh Bebas Dan
Korupsi (WBK} dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani {WBBM) di Kejaksaan Negen
Bangli.

Topik Pelaksanaan

Persvaratan Pelayanan Pengambilan | Dokumen dan Jaksa:
Barang Bukti I. Petikan Putusan Pengadilan;

2. P48 (surat Perintah Pelaksaan Putusan
Pengadilan);

3. BA- 20 (Berta Acarg Pelaksanaan Putusan
Pengadilan),

Dokumen dan pemilik‘pencrima barang bults:

1. Fotokopi KTPKartu Keluarga'identitas
lainnya;

2. Fotokop BPKB/Surat  Keterangan
Finance/Surat Pernyatazn BFEKB/STHK
apabila  barang bukbinys  kendamaan
bermodor,

3, Fotokopi Surat bukti kepemilikan lainnya
apabila barang bukti adalah barang
berharga lainmya;

4, BSurat Kuasa bermaterai 10.000 {apabila
vang mengambil bukan atas nama pemilik
kendaraan, {(apabila bunyi dan petikan
putusan pengadilan, dikembalikan kepada
terdakwsa atau orang lain

' Sarpras/Fasilitas ATEK, Printer, Ruang Kerja, Meja dan Kursi,

Hompetenst Pelaksana Layanan 1. Memahami peraturan perundang-undangan;
2. Mampu menjalankan aplikast

=

Pelaksansan  Pengawasan  Intemal’ | Kepala Seksi Pengelola Barang Bukti dan Barang
Penanggung jawab {unit Kepatuhan) Fampasan pada Kcjaksaan Negen Bangh

| "Tawn Cam Bistom Mcokanizmeo . Potugns basrmung bkt TSI T
Prosedur VANE perimintaan  pengantaran  barang  buki
Harus ditaati oleh kepada pemilik dan Jaksa atau dan
setiap  pelanggzar lavanan cali cemfer Kgjaksaan Nepen
tilang Bangl;

2 Petugas menviapkan dokumen yang
diperlukan untuk pengembalian  barang
bukti berupa;

a. Dokumen dari Jaksa
- Petikan Putusan Pengadilan;
- P-48 ( Surat Perintah Pelaksanaan
Putusan Pengadilan),




= BA-20 (Benta Acara Pelaksanaan
Putusan Pengadilan).

3. Betelah dokumen-dokumen dilenghkapi
oleh petugas barang bukt, kemudian
barang bukti disiapkan dan dimasukan ke
mobil pengangkut dan diantar ke rumah
pamilik barang bukti;

4, Setelah sampai di lokasi pengantaran,
petugas barang bukti meminn
kelengkapan  dokumen  kepada pemilik
barang bukti antara lain:

- Fotokopi KTP/Kartu Keluarga/identitas
lainmya,

- Fotokopi BPKB/Surat  Keterangan
Finance/Surat Pernvataan BFKB/STNK
dpabila barang buktinya kendarsan
bermotor;

- Fotokopt Surat bukh kepemilikan
lainnya apabila bamang bukt adalsh
barang berharga lainnva;

- Surat Kuasa bermaterai 10,000 {apabila
vang mengambil bukan atas nama
pemilik kendaraan, (apabila bunyi dan
petikan putusan pengadilan,
dikembalikan kepada terdakwa atau
orang lain},

5. Pctugas barang bukti menyerahkan
Formulir pengembalian barang  bukh
kepada pemilik atau penerima  barang
bkt

6, Pemilikipenerima barang bukti mengisi
tormulir pengembalian barang buli;

7. Setelah dokumen-dokumen  dilengkapi
olch pemilik/penenima  bamang  bukt
kemudian  petugas  barang  bukti
menyerahkan  barang  bukti  kepada
pemilik/penerima barang bukii;

8. Petugas Barang Bukti membuat Benta
Acara Sernh Terima Barang Bukti dan
ditandatangani  sewakin serah  terima

barang bukii;
Y. Mencatat dalam buku mutasi atau buku
_IL register. \

6, | Jaminan Pelaksana Dibantu Staf Seksi PE3IR,

Pelayanan Pengambilan barang bukti yang mudah dan gratis.
7. | Waktu Pelavanan Dll;g._’_nl-:an 20 Menit.
8. | Biaya / Tanf yang timbul Tidak Dipungut biaya.
9. | Produk Layanan Pengantaran Barang Bukt .
10 | Penanganan Pengaduan, saran dan | Dilaksanakan sesuni peraturan yang berlaku,

Telah dijelaskan dan diketahui oleh Petugas Pelaksana Pelayanan Publik pada hari Senin tanggal
Tujuh Belas bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga.




